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PALU, MERCUSUAR - Mencuatnya
temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilin Provinsi Sul-
teng, atas 11 surat perintah pencai-
ran dana langsung (SP2D-LS) TA
2010 dengan niki Rp13,9 miliar, yang
mengendap di rekening bendahara
pengeluaran Dinas-Pendidikan
Dacrah (Dikda) Provinsi Sulteng
mendapat perhatian kalingan LSM.

Mereka meminta agar DPRD
Provinsi (Deprov) segera memanggil
pihak terkait untuk dimintai
pertanggungjawaban sekaligus
meminta penjelasan mengapa 11
SP2D-LS tidak langsung ditransfer ke
rekening pihak ketiga.

“Ini harus dibongkar. Deprov
harus segera memanggil yang
bersangkutan, sekaligus menelusuri
kasus ini. Apalagi famanya benda-
hara kan tetap tunduk pada perintah
atasan,” kata Direktur Perhimpunan
Bantuan Hukum Rakyat (PBHR)
Sulawesi Tengah, Muh Masykur,
kemidrin (14/7).

Jika dianalisa dari kasus itu kata
Teo sapaan akrabnya, ada modus

Muh Masykur
Direkior PBH Suleng

dibalik mengendapnya SP2D-LS di
rekening bendahara pengeluaran,
apalagi telah menyakahi mekanisme
pengelolaan keuangan, “Kemudian
kalau tidak atau lambat dicairkan,
tentu ada yang tidak jalan. Nah hal ini
pasti akan berpengaruh pada tata
kelola pemerintahan dan pem-
bangunan di Sulteng pada umum-
nya,” tudingnya.

Disamping itu, ia juga berharap
agar Deprov mendorong BPK Perwa-

kilan Provinsi Sulteng melakukan
,auditinvestigasi menyangkut keter-
lambatan pelaporan penggunaan
dana hibah kepada beberapa
organisasi seperti, BKPRS, PKK,
KONI, kapet BATUI/Lapas scrta
LPTQ tahun 2010 hlu sebesar Rp4
miliar. “Apa benar ini sudah
diperuntukan sesuai mekanisme
yang berbku atau belum. Kabhu sudah
mengapa pelaporannya terhmbat.
Ini patut juga ditelusuri,” pintanya.

Langkah tersebut dimaksudkan,
demi menertibkan pengelolaan
keuangan di daerah ini. “Kami juga
berharap agar Pak Longky lebih
memberi perhatian lebih terhadap
kasus ini," harapnya.

KORUPSI

Pengamat pemerintahan dari Uni-
versitas Tadulako, Nuralamsyah,
menilai ‘menginapnya’ anggaran
sekiraRp13,9 miliar direkening ben-
dahara padahal anggaran it untuk
pihak ketiga, sebagai bentuk pe-
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. langgaran terhadap etika krasi. Bahkan,
bisa masuk ketegori korupsi jika pengendapan
terindikasi dilakukan secara sengaja ataupun
tidak tetapi menguntungkan pribadi dari
jabatan yang dipegangnya.

“Fenomena ini sebenarnya pasti akan terjadi
jikamode! transaksi pembayaran masih lebih
banyak bersifat manual melalui face to face,
padahal dalam sistem yang sudah sedemikian
berkembangnya teknologi informasi, pihak
penyelenggara dalam hal ini pemerintah daerah
mestinya hanyamelakukan pemeriksaan atau
bertindak selaku asesor untuk berbagi
pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga.
Kemudian melakukan validasi untuk
dimungkinkan pembayaran melalui rekening to
rekening sehingga kreatifitas penyerapan

anggaran berdasarkan catur wulan dapat *

tercapai,” jelasnya panjang lebar.

Jika sistem pembayaran manual yang lebih
dikedepankan, maka pengajar ilmu
pemerintahan ini khawatir ada dana yang

dimainkan para bendaharawan. Untuk
mengantisipasi pengelolaan dana publik dibalik
anggaran publik, maka satu-satunya cara yang
bisa dilakukan jangan mempertahankan jabatan
pengelola anggaran untuk dua periode kareria
cenderung digunakan untuk keuntungan
pribadi.

Sebelumnya, sebanyak 11 surat perintah
pencairan dana langsung (SP2D-LS) tahun
anggaran (TA) 2010 dengan nilai Rp13,9 miliar
lebih, tidak langsung ditransfer kepada pihak
ketiga, melainkan nginap direkening bendahara
pengeluaran Dinas Pendidikan Daerah (Dikda)
Provinsi Sulteng.

Hal itu menjadi temuan BPK RI perwakilan
Sulteng, sehingga direkomendasikan untuk
menertibkan mekanisme pencairan dana sesuai
peraturan, karena hal tersebut sudah menjadi
temuan berulang.

SP2D - LS yang tidak langsung ditranfer
tersebut, dalam pencairannya mencantumkan
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan nomor

...sambungan dari hal. 1

rekemng bendahara pengeluaran bukan NPWP
dan nomor rekening pihak ketiga.

Selain itu, BPK RI melaporkan bahwa
bendahara pengeluaran tidak segera
mentransfer dana"SP2D-LS kepada pihak ke
tiga sebesar Rp1,8 miliar, namun terlambat
selama 22 sampai 41 hari sejak terbitnya SP2D.

Bendahara pengeluaran juga menggunakan
dana yang telah dicairkan untuk kegiatan lain,
kemudian danatersebut akan ditranfer ke reke-
ning yang bersangkutan apabila SP2D untuk
kegiatan lain tersebut sudah cair atau fapping.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Dikda
Provinsi Sulteng, Abubakar Almahdali
mengatakan bahwa temuan tersebut telah
diselesaikan dan rekomendasi BPK RI
perwakilan Sulteng akan dilaksanakan sesuai
peraturan yang berlaku.

Abubakar juga mengatakan, dalam pencairan
dana pihak ketiga, pihaknya tidak mau terlalu
kaku dalam melaksanakannya yang akhirnya
bisa merugikan pihak ketiga. urvioar











